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A B S T R A K  

Implementasi Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara (Studi di Biro 
Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu) 

N a m  a : Supriadi 
N IM : 111801024 
Program 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Magister Administrasi Publik 
: Dr.Warjio.MA 
: Drs. Kariono, MA 

Integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu 
langkah yang relatif baru karena pada awalnya proses pengintegrasian gender dalam 
pembangunan lebih terfokus pada upaya untuk memperkuat prasyarat implementasi 
Pengarusutamaan Gender (PUG) seperti membangun komitmen pengambil kebijakan, 
penyediaan alat analisa gender, serta kelembagaan PUG. 

Perumusan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana Impelementasi Anggaran 
yang Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah mctode 
survey dengan analitik kausalitas dari metode kuantitatif. 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat pada Biro 
- · Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang­
orang yang menjadi kunci dalam memberikan data yang akan diteliti, 

Hasil-hasil penelitian lapangan yang meliputi ketersediaan anggaran melalui 
penyusunan Rencana Kerja (Renja) selanjutnya penyusunan Plapon Prioritas Anggaran 
Sementara (PPAS), penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan 
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai KUA, penyusunan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DP A), penelitian dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP A), 
pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban 
anggarnn yang digunakan. 

Jika dilihat dalam Dokumen Pelak:sanaan Anggaran (DPA), mak:a masih belum 
dapat dilihat secara jelas berapa sasaran untuk lak:i- lak:i maupun untuk perempuan 
sehingga didalam pelak:sanaannya terkadang karena masih adanya perbedaan persepsi 
dalam istilah gender, maka sasaran yang hadir masih banyak perempuan dari pada lak:i­
lak:i, hal ini mengak:ibatkan terjadinya ketimpangan informasi sedangkan para pengambil 
keputusan disemua lapisan stakeholder masih banyak lak:i-lak:i. Diperlukan analisis 
dalam penyusunan indikator kinerja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dengan mempedomani Term of Reference penyusunan anggaran yang 

· responsif gender. 

Kata Kunci 

- Pengarusutamaan Gender; Anggaran Responsif Gender; Anggaran Berbasis Kinerja 
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AB ST R A K  
Implementation of Gender Responsive Budgeting in North Sumatra Province (Studies in 

Women's Empowerment Bureau, Child and Family Planning Setdaprovsu) 

N a m a: Supriadi 
N IM: 111801024 

Program: Master of Public Administration 
Supervisor I: Dr.Warjio.MA 

Supervisor II: Drs. Kariono, MA 

Gender integration in the planning and budgeting process is a relatively new step 
because in the beginning process of integrating gender in development is more focused on 
efforts to strengthen the implementation of Gender Mainstreaming prerequisites (PUG) as 
policy makers to build commitment, provision of gender analysis tools, as well as 
institutional PUG. 

Formulation of the problem formulated How Gender Responsive Budget 
Implementation in the province of North Sumatra. This research is a survey method with 
analytic causality of quantitative methods. 

Target population in this study were all officials in the Bureau of Women's 
Empowerment, Child and Family Planning Secretariat of North Sumatra Province. The 
sample used in this study are the ones who become key in providing the data to be examined, 

The results of field research that includes the availability of the budget through the 
preparation of the Work Plan (working plan) further preparation Plapon Budget Priority 
(PPAS), the preparation of the Budget Public Policy (KUA), preparation of the Action Plan 

Budget (RKA) corresponding KUA, the preparation of the Budget Implementation Document 
(DP A ), research and validation Budget Implementation Document (DP A), the disbursement 
of funds and implementation of activities and budget accountability reporting is used. 

If seen in the Budget Implementation Document (DP A), it still can not be seen 
clearly how the target for men and for women so that in practice sometimes because of the 
persistence of gender differences in terms of perception, the goals of which present many of 
the male-female man, this has led to discrepancies while decision makers in all layers of 
stakeholders are still a lot of men. Analysis is required in the preparation of the performance 
indicators set out in the Budget Implementation Document guided by terms of reference of 
gender responsive budgeting. 

Keyword 
- Gender Mainstreaming;- Gender Responsive Budgeting;- Performance-Based Budgeting 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

BABl 

PENDAHULUAN 

I 

Paket perundang-undangan bidang Keuangan Negara mencakup 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga. 

Pembenahan aspek pengelolaan keuangan negara, yang difokuskan 

pada pengaturan hubungan hukum antar lembaga Legislatif dan lembaga 

Eksekutif dalam penetapan Undang - Undang Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara dituangkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2003 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 

tersebut. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 dimaksud 

antara lain memperjelas peran lembaga Legislatif maupun Eksekutif dalam 

penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi 

Undang-Undang, kejelasan peran tersebut mernpakan suatu kehamsan untuk 

dapat menjamin terselenggaranya transparansi di bidang penganggaran. 
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Sementara itu pengaturan hubungan hukum antar instansi dalam lembaga 

Eksekutif dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara yang merupakan aspek administratif pengelolaan keuangan 

negara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara. 

Lahimya berbagai Undang-Undang dan peraturan tersebut telah 

menjadikan perubahan yang mendasar dalam sistem perencanaan dan 

penganggaran. Perubahan pertama diawali dengan adanya pola pengelolaan 

keuangan negara yang sebelumnya menekankan pada Public Financial 

Administration (Pengadministrasian Keuangan Negara) menjadi Public 

Financial Management (Pengelolaan Keuangan Negara). Perubahan­

perubahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan negara adalah perubahan 

dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

termasuk akuntansi dan pelaporannya, serta sampai dengan pemeriksaan 

pengelolaan keuangan negara oleh pemeriksa ekstemal (Badan Pemeriksa 

Keuangan). Perubahan-perubahan tersebut didorong oleh beberapa faktor 

antara lain perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, 

desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi 

pemerintah, yang membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih 

responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan 

kinerja dalam artian dampak pembangunan, kualitas layanan efisiensi 

pemanfataan sumberdaya. 
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jangan jangan Jangan 

kebijakan/program/ kegiatan wawasan 
internal ekstemal 
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PERTANYAAN WAWANCARA 

Assalammualaikum WT. wb 

Salam sejahtera. 
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Dengan ini saya mohon kiranya kepada Bapak/Ibu berkenan dan bersedia serta 

membantu dalam memberikan data atas pertanyaan wawancara saya ini. Nama 

saya adalah SUPRIADI merupakan Mahasiswa Magister Administrasi Publik 

Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan saat ini sedang 

menyelesaikan penulisan tugas akhir atau "TESIS". 

Saya mohon bantuan dan dukungan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan 

informasi guna penyelesaian penelitian saya yang berjudul IMPLEMENTASI 

ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINS! SUMA TERA UT ARA. 

Mak.sud dari pertanyaan wawancana ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi dalam penelitian yang saya lakukan, guna penyempurnaan penelitian 

untuk menyelesaikan tugas akhir atau Tesis, dalam rangka memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar Master di Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik 

Universitas Medan Area 

SUPRIADI 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



I. IDENTITAS RESPONDEN 

I.  Nama 

2. Jenis Kelamin 

3. Tempat/Tgl Lahir 

4. Umur 

5. Agama 

6. Suku 

a. Mandailing 

b. Batak 

c. Melayu 

7. Pendidikan terakhir 

a.SMA 

b.Akademi 

c.Diploma 

8. Status Perkawinan 

9. Jabatan 

10. Unit Ke1ja 
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: a. Laki-laki 

b.Perempuan 

: Islam 

d. Minang 

e. Jawa 

f. Lain-lain (sebutkan) 

d. Sarjana (S. l) 

e. Pasca Sarjana 

f.Lain-lain (sebutkau) 

: Menikah 

: Biro Pemberdayaan Peremuan, Anak dan 

Keluarga Berencana Setdaprovsu 

II. PERTANYAAN 

1. Kepala Biro Pemberdayaan Peremuan, Anak dan Keluarga Bereucana 

Setdaprovsu 

a. Mohon penjelasan tentang Indikator kinerja pada Biro 

Pemberdayaan Peremuan, .A.nak dan Keluarga Berencana 

Setdaprovsu pada tahun 2011 

b. Mohon penjelasan tentang indicator kineija pada Biro 

Pemberdayaan Peremuan, Anak dan Keluarga Berencana 

Setdaprovsu tahun 2012. 
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U� l '\-7ERSIT AS :M.E DA.N AREA 
PRO GRAM PASCASARJANA 
Program S� : :.-..Jagtster Admml� Pul>lik - .+fagister Agribisnis 

Magisto IlmM B ubtm - Mag-isl.er Psikolqgi 
Joabo� � B!Jd! .Nf!. 79-B Telp. (�t} 8:?.9199-4 Fax. (661) 8:22fil3 l Me-.;ia,n 20120 

Nomor . 2 � . .,,\iadir.Ak/PPS-UMN2013 
Lamp . 
Ha ! : lzin Penelltian 

Yth. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, 
Anak Dan Keluarga Berencana Setdaprovsu 
di -
��dan 

Medan, 13 Febm.ari 2013 

Sehubungan dengan adanya tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana 
Magister Administras{ Publik Unfversitas Medan Area, kami mohon kesecHaan 
Saudara mernberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang tersebut namanya 
dibawah ini : 

Nam a 

NPM 

Program Studi 

Judul Tesis 

Supriadi 

111801024 
Magister Administrasi Publik 

lmplementasi Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender Di 
Provinsi Sumatera Utara (StudL Di �jro Pernberdayaan 
Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana Setdaprovsu} 

• Untuk melaksanakan- Pengambilan data di ihstansi yang Saudara pimpin sebagai 
bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana 
Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. 

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang balk diucapkan terima 
kasih. 

Tembusan: 
1. Ka. Prod! MAP PPs UMA 
2. Mahasiswa Ybs. 
3. Pertinaaal. >J<oJ 
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PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA UTARA 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 
Jalan P.Diponegoro Nomor 30 Telephon 4156000 

M E D AN 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 321,1 /PPAKB/III/2013 

Sehubungan dengan surat Direk.i:ur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor : 

276/Wadir.Ak/PPS-UMA/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Izin Penelitian, dengan ini 

menerangkan bahwa: 

Nama 
NPM 

SUPRIADI 
111801024 

Judul Tesis: Implementasi Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi 
Sumatera Utara (Studi di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan 
Keluarga Berencana Setdaprovsu) 

Telah selesai melaksanakan pengambilan data/penelitian di Biro Pemberdayaan Perempuan, 

Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu sejak tanggal 14 Februari s/d 7 Maret 2013. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Tembusan: 

Dikeluarkan di: Medan, 
Pada tanggal : 7 Maret 2013 

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA 
SEKRET ARIS DAERAH PROVINS! 

Ub. 
KEPALA BIRO PEMBERDA Y AAN PEREMPUAN, 

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 

Drg. US F AIZAH HANUM, M.Kes 
PEMBINA TK. I 
NIP .19660706 199203 2 006 

Bapak Sekdaprovsu dp.Bapak Asisten Kesos, sebagai laporan 
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